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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Desa 

Menurut Syachbrani (2012) desa adalah suatu wilayah yang 

jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan 

hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan 

yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi yang 

pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti 

iklim dan keadaan serta kekayaan alam. 

Menurut Soetardjo dan Thomas (2013) desa dapat dipahami 

sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu 

masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan 

pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk 

membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam 

pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh 

masyarakat desa dan bukan pihak luar. 

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 

lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. 
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Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua 9 RW, pemangku 

adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan 

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Berdasarka UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa 

adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai 

penjelasan UU No.6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan 

nama lain merupkan kepala pemerintahan desa yang memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain 

memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan 

tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin 

masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat 

desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. 

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, 

memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada 

masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan 

wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa 

tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia 

bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 konsepsi peran yang telah 

dikemukakan di atas, Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasi-
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nya yaitu pemerintahan desa. Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan 

antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran 

pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran 

yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.  

Kepala Desa dengan peran yang dijalankannya dapat berinteraksi 

dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan 

desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan 

keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi strategis 

yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana 

suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranan-

nya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Kepala 

Desa sebagai pemimpin dalam masyarakat desa itu sudah demikian 

adanya dalam kehidupan masyarakat pedesaan (Sunardjo, 2004).  

Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia 

dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk 

mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa. Di samping itu 

juga dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa 

untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan 

merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang 

pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam hal ini, Kepala Desa 
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berperan  sebagai organisator pemerintahan di desanya  untuk  mencapai  

tujuan  pembangunan  desanya dalam Otonomi Desa. Dalam Otonomi 

Desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan 

masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. 

2.1.2 Konsep Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai 

seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas (Kaihatu, 

2006). Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus 

ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat 

spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. 

Konsep Akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas 

adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan 

suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang 

berwenang meminta pertanggungjawaban. 

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan 

akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan 

maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa 

dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan 

melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi 

keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat 

dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang 
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berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para 

pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan 

masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur 

yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. 

Menurut Mardiasmo (2002), ada tiga prinsip utama yang 

mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:  

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini 

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses 

yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut 

aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup masyarakat banyak.  

2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip 

pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran 

mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar–

benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD 

dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk  

mengetahui  anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut 

pertanggung jawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran 

tersebut. 

3. Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok 

dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.  

Ekonomis  yaitu pemilihan  dan  penggunaan  sumber  daya  dalam  
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jumlah  dan  kualitas  tertentu dengan  harga  yang  murah.  Efisien 

adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan 

sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat 

diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai 

target atau tujuan kepentingan masyarakat.  

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam 

Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien  tanpa  biaya  yang  

cukup  untuk  memberikan pelayanan  dan  pembangunan,  dan  

keuangan  inilah  yang  merupakan  salah  satu dasar  dari  kriteria  untuk  

mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam mengurus rumah 

tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 

perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut  

perlu  dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar 

mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat 

terhadap  pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan 

efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:   

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;  

2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya 

rendah;  

3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan  

akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;  
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4. Anggaran  daerah  harus  dikelola  dengan  pendekatan  kinerja  

untuk  seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;  

5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja 

di setiap organisasi yang terkait;  

6. Anggaran  daerah  harus  dapat  memberikan  keleluasaan  bagi  para 

pelaksananya  untuk  memaksimalkan  pengelolaan  danaya  dengan 

memperhatikan prinsip value for money (Mardiasmo, 2002).  

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan 

dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya 

tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Untuk mendukung keterbukaan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan 

fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan 

tersebut dilaksana-kan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah 

desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai 

ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). 

2.1.3 Alokasi Dana Desa 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang ber-

sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat. ADD sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, 

pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan 

peruntukannya dengan persentase anggaran : 

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,  

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan 

kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, 

tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan 

insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Tujuan Dana 
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Desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam 

pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan 

kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga 

kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa, 

meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan 

swadaya gotong royong. 

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan 

bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota 

dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme 

pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi 

dana ini adalah sebagai berikut penanggulangan kemiskinan dan 

pengurangan kesenjangan, peningkatan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan infrastruktur pedesaan, peningkatan pendalaman nilai-nilai 

keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan 

social, meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. 

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan 

pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada 
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bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa 

mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah 

dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian 

pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas 

permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda 

kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) 

atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah 

(BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau 

kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke 

rekening desa. 

Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara 

bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah 

Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011). Rumus pembagian Alokasi Dana 

Desa (ADD) menggunakan dasar  asas adil dan merata. Asas Merata 

adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk 

disetiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa  (ADD) 

minimal, asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai 

Bobot Desa yang dihitung dengan ruumus dan variable tertentu atau 

Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP). 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan 

bagian yang tidak  terpisahkan  dari  Pengelolaan  Keuangan  Desa  

dalam  APBDesa  oleh  karena itu  dalam  Pengelolaan  Keuangan  
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Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  harus  memenuhi Prinsip Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuaka dengan 

prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.  

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara 

administratif, teknis dan hukum.  

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan 

prinsip hemat, terarah dan terkendali.  

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 

sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat 

berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa 

dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang 

diputuskan melalui musyawarah desa.  

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses 

penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. 

2.1.4 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa  

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di 

Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas 

lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Stanbury (2003) 

mengartikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggung 

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 
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mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui 

suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik 

(Mardiasmo, 2006). Pemerintah,  baik  pusat maupun  daerah,  harus  

dapat  menjadi  subjek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan 

hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak  

untuk  didengar aspirasinya. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait 

dengan  perlunya dilakukan transparansi  dan pemberian  informasi 

kepada  publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.   

Akuntabilitas  publik  sendiri  adalah  kewajiban  pihak  

pemegang  amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, 

menyajikan,  melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tangggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal)  yang memiliki hak  dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua 

macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan (2) 

akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Pertanggung jawaban 

vertikal (vertical accountability) adalah pertanggung jawaban 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggung jawaban bendahara desa terhadap kepala desa, pertanggung 

jawaban dari unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan 

pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggung jawaban horizontal 
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(horizontal accountability) adalah pertanggun jawaban kepada 

masyarakat luas. 

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari 

reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan 

lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada 

pertanggung jawaban horisontal (horizontal accountability) bukan hanya 

pada pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan 

yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat  laporan keuangan  

eksternal  yang  dapat  menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. 

Akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam pengelolaan 

keuangan desa merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja 

lembaga sektor publik tersebut.   

Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi 

sektor publik menurut Ellwood dalam (Mardiasmo, 2009: 20) meliputi: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum  (accountability  for  

probity and legality)  

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait  

dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 

sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan 

jaminan adanya kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  lain  

yang  disyaratkan  dalam penggunaan sumber dana publik.   
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2. Akuntabilitas proses (process accountability)  

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal 

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, 

dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan 

melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan 

murah biaya.  Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa 

ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang 

ditetapkan, serta sumber inefisiensi dan pemborosan yang 

menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan 

dalam pelayanan.  

Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga ter-

kait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan 

proyek-proyek publik, yang harus dicermati dalam pemberian  

kontrak  tender  adalah apakah proses tender telah dilakukan secara 

fair melalui  Compulsory Competitive Tendering (CCT),  ataukah  

dilakukan  melalui  pola  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  

3. Akuntabilitas Program ( Program Accountability)  

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah 

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

memper-timbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal dengan biaya yang minimal.  
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4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)  

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan 

yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.  

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban 

mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini 

adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan 

yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan 

pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (BPKP, 2000). Jenis-

jenis akuntabilitas antara lain akuntabilitas finansial, akuntabilitas 

manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Penelitian ini lebih menekan-

kan pada akuntabilitas finansial.  

Menurut Mahmudi (2007) Akuntabilitas Finansial merupakan 

pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana 

publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan 

kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menjadi penting    

karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama 

masyarakat. Pengertian keuangan desa menurut  Undang-Undang  No  6  

Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban  

desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  

uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan hak dan 

kewajiban  desa.  Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, 
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belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa 

yang baik.  Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang  

meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggung jawaban  keuangan  desa,  dengan  periodisasi  1  (satu)  

tahun  anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 

Desember.   

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggung 

jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan 

terhadap  peraturan perundang-undangan  mengenai  keseluruhan  

kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  

pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksana 

kekuasaan pengelolaan  keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya 

menguasakan sebagian  kekuasaannya kepada pamong desa. Adapun 

akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain 

adalah sebagai berikut:  

1. Keakuratan  

Menurut Mahmudi (2007) keakuratan adalah teliti, tepat, 

cermat, dan  bebas dari kesalahan. Pengelolaan  keuangan desa 

khususnya  dalam  pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan 

keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan 

teliti, tepat,  dan  bebas  dari kesalahan sehingga informasi-informasi 
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dari laporan keuangan dan  pertanggungjawaban  tersebut  jelas 

maksudnya.   

2. Transparansi  

Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluasnya-luasnya tentang keuangan desa (Riyanto, 

2015).  Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan 

keuangan desa dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada 

masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang telah teranggarkan 

dapat dipertanggung jawabkan dengan terbuka kepada masyarakat 

Desa.  

3. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu adalah laporan pertanggung jawaban dapat 

diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dacapai tepat 

waktu (Riyanto, 2015). 

4. Validitas  

Menurut Pasolong (2012) validitas adalah sejauhmana 

ketepatan, kesesuaian, atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur 

apa yang akan diukur. Dalam pengelolaan keuangan desa, terutama 

dana desa harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Desa.   
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5. Relevansi   

Menurut Pasolong (2012) relevansi adalah kesesuaian 

sesuatu hasil yang diinginkan. Pengelolaan keuangan desa harus 

benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

Desa, secara umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia dan untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.  

6. Keandalan Informasi  

Menurut Mahmudi (2007) keandalan informasi adalah 

konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. 

Pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dana desa yang telah 

diperoleh dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. 

Berikut ini adalah gambaran alur pengelolaan keuangan desa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Alur Pengelolaan Keuangan Desa 
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Tahapan dalam alur pengelolaan keuangan desa di atas, memiliki 

aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik. 

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas yang baik  

sebagaimana  tertuang  dalam Permendagri  No  113  Tahun  2014  

tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pasal  2. Asas-asas pengelolaan 

keuangan desa tersebut adalah transparan, akuntabel, partisipatif, serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.   

 Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa transparan adalah 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta  

hasil-hasil yang dicapai, sedangkan partisipatif adalah prinsip di mana  

bahwa  setiap  warga  desa  pada  desa  yang bersangkutan mempunyai 

hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap 

kegiatan  yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka 

tinggal.  Darise  (2006)  menyatakan  bahwa  akuntabel  berarti  suatu 

perwujudan  kewajiban seseorang atau satuan kerja dalam pemerintah 

untuk memper-tanggung jawabkan pengelolaan  dan  pengendalian  

sumber  daya  dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya 

dalam rangka  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tertib dan 

disiplin anggaran adalah pengelolan keuangan desa harus mengacu pada 

aturan dan pedoman yang melandasinya, dalam hal ini yaitu mengacu 

pada APBDesa. 
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2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan saat ini, selain merujuk pada literatur-

literatur yang ada juga mengambil rujukan dari penelitian-penelitian sejenis 

yang telah dilakukan. Secara ringkas, hasil penelitian sebelumnya ditampil-

kan dalam tabel dibawah ini: 

  Tabel 2.1 

Hasil Penelitian yang Relevan dengan Judul Penelitian  

No Judul Variabel 
Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

Dalam 

Menunjang 

Pembangunan 

Pedesaan (Studi 

Kasus: Desa 

Segodorejo dan 

Desa Ploso 

Kerep, 

Kecamatan 

Sumobito, 

Kabupaten 

Jombang) 

Tahun 2013. 

(Rosalinda, 

2014) 

Pengelolaaan, 

Alokasi Dana 

Desa, dan 

Pembangunan 

Deskriptif 

Analisis 

Tata kelola dana 

ADD masih tampak 

belum efektif, hal ini 

terlihat pada 

mekanisme 

perancanaan yang 

belum memperlihat-

kan sebagai bentuk 

perencanaan yang 

efektif karena waktu 

perencanaan yang 

sempit, kurang 

berjalannya fungsi 

lembaga desa, 

partsipasi masyarakat 

rendah karena 

dominasi kepala desa 

dan adanya pos-pos 

anggaran dalam 

pemanfaatan ADD 

sehingga tidak ada 

kesesuaian dengan 

kebutuhan desa. 
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No Judul Variabel 
Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2. Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa di 

Kecamatan 

Umbulsari 

Kabupaten 

Jember Tahun 

2012. 

(Arifiyanto, 

2014) 

 

Alokasi Dana 

Desa, 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pertanggung 

jawaban 

 

Deskriptif 

kualitatif 

 

Perencanaan  

program  ADD di 10 

desa sekecamatan 

Umbulsari secara  

bertahap telah me-

laksanakan konsep 

pembangunan 

partisipatif 

masyarakat desa, 

menerap-kan prinsip 

partisipatif, respondif 

dan transparan serta 

pertanggungjawaban 

secara teknis sudah 

cukup baik. 

3. Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa Studi 

Kasus 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa di Desa- 

desa dalam 

Wilayah 

Kecamatan 

Tlogomulyo 

Kabupaten 

Temanggung 

Tahun 2008. 

(Subroto, 2009) 

Alokasi Dana 

Desa, 

transparansi, 

dan 

akuntabilitas 

 

 

 

 

Deskriptif 

kualitatif 

Perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban 

kegiatan ADD telah 

akuntebel dan 

transparan. Namun, 

dari sisi administrasi 

masih diperlukan 

adanya pembinaan 

lebih lanjut, karena 

belum sepenuhnya 

sesuai dengan 

ketentuan. 

4. Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Pembangunan di 

Desa Sebawang 

Kecamatan 

Sesayap 

Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 

2010-2012. 

(Thomas, 2013) 

Pengelolaan, 

Alokasi Dana 

Desa, dan 

pembangunan 

Kualitatif Pengelolaan kegiatan 

untuk belanja 

aparatur dan belanja 

operasional serta 

pengelolaan kegiatan 

untuk belanja publik 

dan pemberdayaan 

kepada masyarakat. 
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No Judul Variabel 
Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5. Analisis 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

(Studi Kasus di 

Wilayah 

Kecamatan 

Banyudono) (Sri 

Lestari, 2017) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Deskriptif 

kualitatif 

Sistem akuntabilitas 

perencanaan dan 

pelaksanaan telah 

menerapkan prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas. 

Sedangkan  

Pertanggungjawaban  

Alokasi Dana Desa 

(ADD) baik secara 

teknis maupun 

administrasi  sudah  

baik,  namun  harus  

tetap  mendapat  atau 

diberikan bimbingan 

dari pemerintah 

kecamatan. 

 

Kelima literatur di atas mempunyai korelasi dan memberikan 

tambahan pemikiran bagi peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. Literatur 

tersebut memberikan masukan pemikiran berupa kerangka berpikir yang 

digunakan dalam penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, 

yang juga menjadi objek dalam penelitian ini. Jika dibandingkan antara 

penelitian ini dengan literatur yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Salah satu perbedaannya adalah dalam hal tempat penelitian, dimana setiap 

daerah memiliki potensi berbeda-beda dan juga pengalokasiaan dananya juga 

berbeda. Jenis penelitian jika dibandingkan dengan literatur yang telah 

dijelaskan memiliki kesamaan yaitu penelitian deskriptif, tapi berbeda dari 

segi teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara mendalam 

dan studi dokumen. 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengelolaan ADD di Desa 

Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Akuntanbilitas 

pengelolaan ADD yang sesuai peraturan akan membantu pemerintah dalam 

menunjang perekonomian dan mensejahkterakan kehidupan masyarakat. 

Pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjwabkan agar hasilnya bisa 

optimal dan sesuai harapan. Dalam menentukan pengelolaan ADD pihak 

yang bersangkutan (desa) harus melakukan penaksiran dan survey terlebih 

dahulu agar rencana sesuai dengan realisasinya. Semakin detail penaksiran 

dan survey-nya maka akan semakin optimal hasinya. Agar pembiayaan yang 

disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penglola dan untuk 

mengantisipasi terjadinya korupsi maka harus melakukan perencanaan dan 

pengawasan kegiatan. 

 

Skema 2.2 Kerangka Pikir 

Pengelolaan ADD 

Sistem Akuntabilitas 

Pengelolaan ADD 
Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 

Analisis 

Kesimpulan 


